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Kartel adalah salah satu praktik anti persaingan yang dapat merugikan perekonomian, pelaku usaha, maupun
konsumen. Kesulitan mengungkap praktik kartel di antara pelaku usaha adalah karena sifat kerahasiannya.
Hal-hal tersebut menjadi alasan berlakunya leniency program di berbagai negara sebagai salah satu
instrumen untuk membuktikan kartel. Penelitian ini akan membahas pengaturan leniency program di
berbagai negara yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, dan Jepang serta penerapannya menurut
hukum persaingan usaha Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan
analisa kualitatif. Leniency program yang diatur dalam leniency policy di berbagai negara memiliki desain
yang berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing negara. Di Indonesia leniency
program sempat diatur dalam Perkom No. 4 Tahun 2010 namun ketentuan mengenai leniency tersebut
dicabut karena tidak ada landasan hukumnya. Untuk itu perlu dilakukan amandemen terhadap UU No. 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai payung hukum
berlakunya leniency program sebagai salah satu pilihan instrumen pembuktian kartel di Indonesia.
<hr>Cartel isone of practicesto restrict competition from economic loss that could harm entrepreneurs or
even consumers. Difficulty in revealing cartel practice among entrepreneursis due to its confidentiality
which gave birth to leniency program enactment in several countries as an instrument to verify cartel. This
research will discuss leniency program in several countries, such as United States, European Union,
Australiaand Japan, as well asits implementation according to competition law in Indonesia. Thisresearch
isanormative legal research which uses qualitative analysis. In Indonesia, leniency program once regulated
in KPPU Regulation Number 4 Y ear 2010, but it was revoked due to the absence of legal basis. Therefore
Law Number 5 Y ear 1999 needs amendment as the umbrella act of leniency program enactment which acts
asone of cartel verification instrumentsin Indonesia.
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